WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-
2019 yang pada tahun 2017 merupakan tahun ketiga
dalam merencanakan Pembangunan tahunan yang
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan
dan program daerah;

bahwa untuk menjamin agar RPJMD sebagaimana
dimaksud pada huruf a berjalan efektif dan efisien,
maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang merupakan dokumen
perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu)
tahun;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab



10.

11.

12.
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pedoman  Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6
Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 10 Tahun 2013);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 Nomor ........ Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1
Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E;

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2
Seri D);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk periode 5 (lima ) tahun.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat
RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk
periode 1 (satu) tahun.
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(2)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta Pagu
Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Kepala OPD adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kedudukan RKPD merupakan:

a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2017 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2017;

b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP yang
memuat rencana  kerangka  ekonomi  daerah, indikator
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
a. penyusunan Renja OPD;

b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2017.



(3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku
kepentingan;

c. mewududkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

e. mengoptimalkan pemenfaatan sumber daya secara efesien, efektif
berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja OPD
mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra OPD serta tugas pokok
dan fungsi OPD.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2017

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika
1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.7. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Tematik Pembangunan Kota Bogor Tahun 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2017
5.2. Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2017

BAB VI PENUTUP

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp2.155.297.417.691,00
2. Belanja Rp3,466,421,546,044,00
Pasal 6

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri

dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 705.994.446.212,00
b. Dana Perimbangan Rpl1.247.772.417.920,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah
yang sah Rp 201.530.553.559,00
(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri
dari:
a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp1.310.791.902.863,00
b. Belanja Langsung (BL) Rp.2.155.629.643.181,00

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam
tahun berjalan.

(2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(1)

(2)

seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan prioritas daerah;

b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD
kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sebagai

berikut:

a. Kepala OPD melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;

b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing
OPD;

c. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan tahun sebelumnya;

d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD;

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi

penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR SERI

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA



